
 

BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
 

NOMOR :  30                                                      2008                                             SERI    :  E 
 

 
 

PERATURAN WALIKOTA BEKASI 
 

NOMOR 30 TAHUN  2008 
 

TENTANG 
 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2007 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BEKASI, 

 
Menimbang    :   bahwa  untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bekasi        

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota Bekasi tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2007. 

 
 
Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1985   tentang  Pajak  Bumi  dan  
                               Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,  
                               Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)  
                               sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  12 Tahun  
                               1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik  
                               Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik  
                               Indonesia Nomor 3569); 
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2. Undang-Undang   Nomor  9 Tahun 1996  tentang  Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3663); 

 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  34 
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

 
                           4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak   

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688); 

 
5.   Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  1999   tentang  Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

6.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
7. Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
8. Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

 
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
10. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
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11. Undang-Undang  Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan     
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4548); 

 
12. Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20  Tahun   2001   tentang   Pembinaan 

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

 
14. Peraturan  Pemerintah  Nomor 65   Tahun   2001   tentang   Pajak 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

 
15. Peraturan  Pemerintah  Nomor 66   Tahun   2001   tentang  Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
16. Peraturan  Pemerintah  Nomor 24   Tahun   2004   tentang   Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416); 

 
17. Peraturan  Pemerintah  Nomor 24   Tahun   2005   tentang   Standar 

Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

 
18. Peraturan  Pemerintah  Nomor 54   Tahun   2005   tentang   Pinjaman 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

 
19. Peraturan  Pemerintah  Nomor 55   Tahun   2005   tentang   Dana 

Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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20. Peraturan  Pemerintah  Nomor 56   Tahun   2005   tentang   Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

 
21. Peraturan  Pemerintah  Nomor 57   Tahun   2005   tentang Hibah    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 
22. Peraturan  Pemerintah  Nomor 58  Tahun  2005  tentang   Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

 
23. Peraturan  Pemerintah  Nomor 8   Tahun   2006   tentang   Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
24. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
25. Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 
Nomor   4  Ser i A); 

 
26. Peraturan  Daerah  Kota    Bekasi   Nomor  16  Tahun    2007    tentang  

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2007  (Lembaran Daerah Tahun 2007  Nomor  16  Seri A ).   

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.  

 
 

Pasal  1 
 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2007 terdiri atas :  
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1.  Pendapatan 
 

a. Pendapatan Asli Daerah            Rp.   171.045.088.714,99 
b. Dana Perimbangan             Rp.   703.242.987.764.00 
c. Lain-lain Pendapatan   Rp.   235.508.661.543,94 
    Yang Sah              ---------------------------------- 

   Jumlah Pendapatan   Rp. 1.109.796.738.022,93 
 

 
2.  Belanja 

 
a.  Belanja Tidak Langsung  
 1). Belanja Pegawai  Rp.  382.316.582.172,00 
 2). Belanja Bunga  Rp.         409.816.272,00 
 3). Belanja Hiba  Rp.    33.395.657.000,00 
 4). Belanja Bant. Sosial Rp.    40.827.635.119,00 
 5). Belanja Bant. Keu Rp.    21.860.372.613,00 
 8). Belanja Tdk Terduga Rp..        735.012.000,00 
     --------------------------------- 

        Rp.    479.545.075.176,00 
      
 b. Belanja Langsung  

1). Belanja Pegawai  Rp.   80.997.939.018,00 
2). Belanja Barang & Jasa Rp. 159.699.607.978,00 
3). Belanja Modal  Rp. 308.046.563.959,00 
    -------------------------------- 
       Rp.    548.744.110.955,00 
       ----------------------------------- 

Jumlah Belanja   Rp. 1.028.289.186.131,00 
 
Surplus/(Defisit)  Rp.      81.507.551.891,93 
      ---------------------------------- 
 

3.  Pembiayaan    
     a. Penerimaan   Rp. 100.956.029.393,50 
     b. Pengeluaran   Rp.   40.752.369.889,00 
       -------------------------------- 
    Jumlah Pembiayaan Netto  Rp. 60.203.659.504,50 
         ---------------------------------- 
Sisa lebih pembiayaan anggaran berkenan  Rp.   141.711.211.396,43  
 
                              

Pasal  2 
 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 
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Pasal  3 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  dirinci lebih 
lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.  
 

Pasal  4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal  5 
 
Lampiran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak 
terpisah dari Peraturan walikota ini.  
 

Pasal  6 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. 
 
 

Ditetapkan di  Bekasi 
pada tanggal   14 Oktober 2008 

  
 

WALIKOTA BEKASI 
 

Ttd/Cap 
 

H. MOCHTAR  MOHAMAD 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 
 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI 
 

 
 
 
        TJANDRA UTAMA EFFENDI 
             Pembina Utama Madya 
                 NIP. 010 081 186 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI  TAHUN  2008  NOMOR          SERI 
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